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Abstrak 

Sejarah Pemilihan Umum Di Indonesia Tidak Lahir Dari Rahim UUD 1945, Melainkan Dari 

UUD Sementara Yang Pada Saat Itu Menggunakan Sistem Parlementer. Karena Kebutuhan 

Negara Yang Dicontohkan Pada Masa Berlakunya UUDS Saat Itu, Setelah Indonesia Kembali 

Ke UUD 1945, Melalui Perjalanan Panjang Reformasi Pada Tahun 1998, Maka UUD 1945 

Satu Demi Satu Mulai Diamandemen. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengatahui Integritas 

Pemilu Di Indonesia Dalam UUD 1945. Penelitian Ini Menggunakan Penelitian Yuridis 

Normatif Yang Didasarkan Pada Bahan Hukum Sekunder Yaitu Dari Undang-Undang Dan 

Kepustakaan Yang Kemudian Dianalisis Secara Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian Ini 

Menjelaskan Bahwa Pemilihan Umum Berintegritas Ketika Konstitusi Indonesia 

Diamandemen Tahun 2001 Yaitu Amandemen Ketiga, Dengan Menghidupkan Bab VIIB Yang 

Khusus Mengatur Tentang Pemilihan Umum. Konstitusi Benar-Benar Menghidupkan 

Martabatnya Sebagai Nilai Hukum Tertinggi Dengan Menghadirkan Nilai-Nilai; Langsung, 

Publik, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil. 

 

Kata Kunci: Integritas, Konstitusi, Pemilu 
 

 

Abstract 

The History Of General Elections In Indonesia Was Not Born From The Womb Of The 1945 

Constitution, But From The Provisional Constitution, Which At That Time Used A 

Parliamentary System. Due To The Needs Of The State Which Was Exemplified During The 

Validity Period Of The UUDS At That Time, After Indonesia's Return To The 1945 Constitution, 

Through A Long Journey Of Reform In 1998, Then The 1945 Constitution Began To Be 

Amended One By One. This Study Aims To Determine Elections With Integrity Within The 

Framework Of The Constitution. This Study Uses Normative Juridical Research Based On 

Secondary Legal Materials, Namely From Laws And Literature, Which Are Then Analyzed 

Descriptively Qualitatively. The Results Of This Study Explain That General Elections Have 

Integrity When The Indonesian Constitution Was Amended In 2001, Namely The Third 

Amendment, By Bringing To Life Chapter VIIB Which Specifically Deals With General 

Elections. The Constitution Really Revives Its Dignity As The Highest Legal Value In The State, 

Which Consists Of Values; Direct, Public, Free, Confidential, Honest And Fair. 
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PENDAHULUAN 

Pemilu Merupakan Salah Satu Mata Rantai Untuk Membangun Sistem Demokrasi. Oleh 

Karena Itu, Alasan Pemilihan Tidak Lain Adalah Penerapan Prinsip Demokrasi Melalui 

Pemilihan Anggota Parlemen. Semuanya Dilakukan Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat.  Pemilu  Merupakan  Proses  Demokrasi  Yang  Dapat  

Digunakan  Untuk Menentukan Siapa Yang Berhak Menduduki Kursi Dalam Suatu Badan 

Politik, Baik Parlementer Maupun Eksekutif. Melalui Pemilu, Rakyat Memilih Wakil-Wakil 

Terpilih  Untuk Membangun  Negara Dan  Negara.  Dalam Pemilihan Umum, Orang-Orang 

Yang Memiliki Hak Untuk Memilih Secara Bebas Dan Rahasia Memilih Orang Yang 

Mereka Percayai Sebagai Pemimpin, Sesuai Dengan Kepentingan Dan Keyakinan Mereka.  

Telah Dilakukan Dua Belas (12) Kali Dilaksanakan Pemilihan Umum Sejak Tahun 1955. 

Pemilihan Umum Sendiri Tidak Dilaksanakan Dalam Bingkai Konstitusi Yang Sama, Namun 

Pemilihan Umum Telah Dilakukan Dalam Dua Konstitusi Yang Berbeda, Yakni Pada Undang- 

Undang Dasar Sementara (UUDS) Dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam UUD 1945 

Yang Asli, Tidak Ditemukan Satu Pasalpun Yang Menjelaskan Tentang Pemilihan Umum. 

Namun Sejak Indonesia Merdeka Pemilu Belum Pernah Dilaksakan Hingga Pada Tahun 1955 

Barulah Pemilu Pertama Dapat Dilakukan, Yakni Ketika Ketatanegaraan Indonesia Beralih 

Pada UUDS. Sekalipun Hidupnya UUDS Dalam Pemilihan Umum Hanya Dalam Satu Kali 

Pemilihan Umum Yang Pertama Saja, Namun UUDS Meninggalkan Sejarah Panjang Dalam 

Praktek Ketatanegaraan Indonesia, Yakni Tonggak Sejarah Lahirnya Pemilihan Umum Justru 

Pada Saat UUDS Sebagai Konstitusi Dengan Sistem Parlementer Kala Itu. 

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Ketatanegaraan Indonesia Kembali Beralih Pada UUD 

1945, Dan Pemilihan Umum Kembali Dilakukan Dengan Payung UUD 1945. Sekalipun 

Sebenarnya Telah Banyak Undang-Undang Yang Dihidupkan Dalam Melaksanakan Pemilihan 

Umum Pertama Sejak Tahun 1955. Hingga Refromasi 1998, Maka Sejak Setelah Pemilihan 

Umum Tahun 1999 Barulah Dilakukan Amandemen Konstitusi Hingga Empat Kali 

Amanademen. Pada Amandemen Konstitusi Ke Dua, Ke Tiga Dan Ke Empat Barulah 

“Pemilihan Umum” Dihidupkan Dalam Konstitusi Pada Setiap Peruntukkan Yang Harus 

Berasal Dari Pemilihan Umum. Tidak Hanya Berhenti Disitu, UUD 1945 Yang Telah Di 

Amandemen Juga Menghidupkan Secara Khusus Pada BAB VIIB Tentang Pemilihan Umum. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Ini Menggunakan Hukum  Doktrinal/  Normatif/  Positivisme. Normatif 

Adalah Penelitian Hukum Yang Dilakukan Dengan Cara Meneliti Bahan Pustaka Atau Data 

Sekunder Belaka. Maka Teknik Pengumpulan Data Yang Dilakukan Adalah Dengan 

Menggunakan Teknik Kepustakaan, Yakni Mengkaji Dan Menela’ah Bahan-Bahan Pustaka Dan 

Dokumen Yang Ada, Yang Sesuai Dengan Bidang Penelitian Ini. Penelitian Hukum Normatif 

Mencakup: Penelitian Terhadap Asas-Asas Hukum, Penelitian Terhadap Sistematika Hukum, 

Penelitian Terhadapat Taraf Singkronisasi Vertikal Dan Horizontal, Perbandingan Hukum, 

Sejarah Hukum. 

Jenis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Data Sekunder, Yang Terdiri 

Dari; Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder Dan Bahan Hukum Tersier. Data 

Sekunder Pada Penelitian Ini Bersumber Pada Bahan Hukum Primer Yaitu Bahan-Bahan Hukum 

Yang Mengikat Yakni UUD 1945 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
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Pemilihan Umum. Langkah Terakhir Dalam Melakukan Penelitian Adalah Analisis Data. 

Analisis Dapat Dirumuskan Sebagai Suatu Proses Penguraian Secara Sistematis Dan Konsisten 

Terhadap Gejala- Gejala Tertentu. Penguraian Sistematis Terhadap Gejala Atau Data Yang Telah 

Diperoleh Baik Melalui Pendekatan Kepustakaan Yang Akan Dilakukan Dengan Cara Deskriptif 

Kualitatif. Data Yang Terkumpul Dari Hasil Penelitian Ini Dianalisa Secara Deskriptif Kualitatif 

Yaitu Data-Data Yang Diperoleh Dalam Penelitian Tersebut Digambarkan Dan Ditata Secara 

Sistematis Dalam Wujud Uraian-Uraian Kalimat Yang Diambil Maknanya Sebagai Pernyatan 

Atau Kesimpulan. 

 

PEMBAHASAN 

Sistem Pemililihan Umum Merupakan Metode Yang Mengatur Serta Memungkinkan 

Warga Negara Memilih/Mencoblos Para Wakil Rakyat Diantara Warga Masyarakat Sendiri. 

Metode Berhubungan Erat Dengan Aturan Dan Prosedur Merubah Suara Ke Kursi Di Legislatif. 

Pemberian Suara Pada Pemilu Adalah Bentuk Partisipasi Politik Yang Paling Strategis. 

Mengingat Pemilu Adalah Sarana Kedaulatan Rakyat Memilih Perwakilannya Pada 

Lembaga- Lembaga Negara Yang Akan Membuat Kebijakan Publik. Pemilu Secara Fungsional 

Juga Sebagai Ruang Bagi Publik Untuk Memastikan Kontrol Atas Otoritas Dan Akuntabilitas 

Politik.  

Pemilihan Umum Di Indonesia Tidak Dilakukan Secara Periodik Sejak Indonesia 

Merdeka Tahun 1945. Namun Pemilihan Umum Pertama Di Indonesia Justru Baru Dapat 

Dilaksanakan Pada Tahun 1955, Justru Saat Konstitusi Indonesia Saat Itu Adalah Undang-

Undang Dasar Sementara Dengan Penggunakan Sistem Pemerintahan Kala Itu Adalah 

Parlementer. Berikut Secara Singkat Kondisi Negara Indonesia Secara Periodesasi Dalam 

Pelaksanaan Pemilihan Umum. 

Pasca Kemerdekaan, Belum Terdapat Lembaga Legislatif, Hal Ini Disebabkan Belum 

Adanya Sistem Pemilihan Umum Yang Diatur Sebagaimana Mestinya. Hingga Pada Tanggal 

18 Agustus, Soekarno Dan Moh. Hatta Dipilih Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Oleh 

Panitia Persiapaan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Dan Pada Tanggal 22 Agustus 1945. Seiring 

Dengan Usaha Untuk Membentuk Badan-Badan Aparatur Negara Timbul Juga Hasrat Di 

Beberapa Kalangan Untuk Mendobrak Suasana Politik Otoriter Dan Represif Yang Telah 

Berjalan Selama Tiga Setengah Tahun Pendudukan Jepang, Kearah Kehidupan Yang 

Demokratis. Pasca Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Pada Tanggal 3 November 1945, 

Partai Politik Mulai Banyak Dibentuk. Sejumlah Partai Politik Yang Telah Ada Sejak Era 

Pergerakan Nasional, Tumbuh Dengan Kemasan Yang Baru. Partai-Partai Tersebut Telah 

Memiliki Massa Dan Basis Pendukungnya Sendiri-Sendiri.  

Begitupun Dengan Pemilihan Umum. Kondisi Saat RIS Sama Halnya Dengan Periode 

Awal Kemerdekaan Negara Masih Disibukkan Dengan Persoalan-Persoalan Kenegaraan Yang 

Harus Diselesaikan Terlebih Dahulu, Seperti Campur Tangan Belanda, Bentuk Negara, 

Terpecah Belahnya Kesatuan Persatuan Wilayah Indonesia, Dan Lainnya. Sehingga Pemilihan 

Umum Belum Juga Dapat Terlaksanakan. Naskah Konstitusi RIS Disusun Bersama Oleh 

Delegasi Republik Indonesia Dan Delegasi Bijeenkomst Voor Federal Overleg (BFO) Ke 

Konfrensi Meja Bundar Itu. Hasil Yang Telah Dicapai Dengan Bentuk Persetujuan KMB Itu 

Bukanlah Cita- 
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Cita 

Rakyat Indonesia Karena Hal Itu Jelas Tidak Sesuai Dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. 

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) Terdiri Dari 16 Negara Bagian.  

Di Indonesia, Demokrasi Liberal Mengalami Perubahan-Perubahan Kabinet Yang 

Mengakibatkan Pemerintahan Menjadi Tidak Stabil. Demokrasi Liberal Secara Formal 

Berakhir Pada Tanggal 5 Juli 1959 Setelah Dikeluarkannya Dekrit Presiden, Sedang Secara 

Material Berakhir Pada Saat Gagasan Demokrasi Terpimpin Dilaksanakan. Demokrasi Liberal 

Disebut Juga Demokrasi Parlementer, Tapi Tanpa Parlemen Yang Sesungguhnya Sampai 

Diselenggarakannya Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955.  

Pada Tahun 1955 Atau Saat Kabinet Burhanudin Harahap Dari Masyumi Mengadakan 

Pemilu Pertama Di Indonesia Yang Hasilnya 4 Partai Besar Memperoleh Suara Banyak Yaitu 

PNI (57 Suara), Masyumi (57 Suara), NU (45 Suara), Dan PKI (39 Suara). Pada Awalnya 

Pelaksanaan Pemilu Diharapkan Dapat Menyelesaikan Kondisi Politik Yang Kacau. Namun, 

Semua Itu Tidak Terjadi Sama Sekali. Melainkan Terjadi Pergantian Kabinet Berulang Kali. 

Hingga Pada Kabinet Ali II Berakhir Dan Digantikan Dengan Kabinet Djuanda Yang Dibentuk 

Dari Non Parpol. Berakhirnya Masa Kabinet Ali II Maka Berakhirlah Demokrasi Parlementer. 

Setelah Berakhirnya Demokrasi Parlementer Muncullah Demokrasi Terpimpin. Pada Masa Ini 

Parlemen Yang Terbentuk Dari Parpol Memberikan Banyak Jasa Yaitu Dibidang Legislasi 

Dalam Pembuatan Undang-Undang Lebih Baik Dibandingkan Parpol Hasil Pemilu Tahun 

1977. 

Pasca 1955, Pemilihan Umum Tidak Berjalan Secara Periodik, Hal Ini Disebabkan 

Kondisi Politik Saat Itu Belum Mampu Kembali Melakukan Pemilihan Umum. Pengaruh 

Sukarno Sebagai Presiden Pada Waktu Itu Amat Besar. Peranan Parlemen Lama Kelamaan 

Beralih Ke Tangan Sukarno, Melalui Konsep Demokrasi Terpimpinnya Ia Mencela Demokrasi 

Barat Yang Liberalis Yang Menyebabkan Ketidakstabilan Politik Sehingga Menyebabkan Tak 

Mampu Membentuk Sebuah Pemerintahan Yang Kuat Yang Dibutuhkan Indonesia Untuk 

Membangun. 

Dalam Perkembangan Berikutnya, Partai-Partai Politik Mengelompokan Diri Dalam Dua 

Kelompok, Yaitu Kelompok Demokrasi Pembangunan Dan Kelompok Persatuan 

Pembangunan, Serta Golongan Karya. Menyadari Posisinya Yang Semakin Terjepit, Maka 

Partai-Partai Politik Melangkah Menuju Fusi. Berturut Turut Pada Tanggal 5 Januari 1973 

Lahirlah Deklarasi Untuk Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Yang Merupakan Fusi 

Dari NU, Parmusi, PSII Dan Perti. Sedangkan Pada Tanggal 10 Januari 1973 Lahir Pula 

Deklarasi Fusi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Yang Merupakan Fusi Dari PNI, Parkindo, 

Partai Katolik, IPKI Dan Murba. Di Pihak Lain, Bagi Partai-Partai Yang Selalu Melakukan Fusi 

Dalam PPP Dan PDI, Fusi Merupakan Pilihan Yang Tak Terelakan, Karena Pada Saat Itu 

Tampil Satu Kekuatan Sosial Politik Yang Menamakan Dirinya Golongan Karya (Golkar).  

Nafas Demokrasi Di Indonesia Era Orde Baru Adalah Adanya Kebijakan Penciutan 

Kontestan Parpol Dan Penyeragaman Asas. Jika Pemilu 1955 Didikuti Oleh Banyak Partai, 

Pemilu 1971 Di Ikuti 10 Parpol, Maka Pada Pemilihan Umum 1977 Hanya Diikuti Oleh 3 

Parpol Saja, Yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 

Dan Golongan Karya (GOLKAR). Hal Ini Merupakan Perkembangan Dari Gagasan Fusi Partai 

Yang Dilakukan Orba.  

Periode Reformasi Bermula Ketika Presiden Soeharto Turun Dari Kekuasaan 21 Mei 

1998 Sejak Saat Itu Hari Demi Hari Ada Tekanan Atau Desakan Agar Diadakan Pembaharuan 

Kehidupan Politik Ke Arah Yang Lebih Demokrastis. Dalam Konteks Kepartaian Ada Tuntutan 

Agar Masyarakat Mendapat Kesempatan Untuk Mendirikan Partai. Atas Dasar Itu Pemerintah 
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Yang 

Dipimpin Oleh B.J. Habibie Dan Parlemen Mengeluarkan UU No 2/1999 Tentang Partai 

Politik. Perubahan Yang Didambakan Ialah Mendirikan Suatu Sistem Dimana Partai-Partai 

Politik Tidak Mendominasi Kehidupan Politik Secara Berlebihan, Akan Tetapi Yang Juga 

Tidak Memberi Peluang Kepada Eksekutif Untuk Menjadi Terlalu Kuat (Eksekutif Heavy). 

Sebaliknya Kekuatan Eksekutif Dan Legislatif Diharapkan Menjadi Setara Atau Nevengeschikt 

Sebagaimana Diamanatkan Dalam UUD 1945.  Setelah Soeharto Turun Dari Jabatannya, 

Jabatan Presiden Dipegang Oleh B.J Habibie. Era Ini Ditandai Oleh Euforia Politik Yang Luar 

Biasa Berupa Kebebasan Bagi Rakyat Untuk Mendirikan Partai Politik. Hasilnya, Hanya 

Dalam Waktu Sekitar Satu Tahun Telah Berdiri 18 Parpol, Di Mana Yang Bisa Diterima Oleh 

Departemen Kehakiman Sebanyak 141 Parpol.  Dari 141 Parpol Hanya 48 Parpol Yang Berhak 

Mengikuti Pemilu 1999. 

Hingga Akhirnya Dilakukan Amandemen UUD 1945, Pemilihan Umum Berikutnya, 

Yakni Pemilihan Umum Sejak 2004 Hingga Sekarang Ini, Adalah Pemilihan Umum Yang 

Tidak Hanya Didasarkan Pada Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum Semata, Namun 

Pemilihan Umum Pasca Amandemen, Adalah Pemilihan Umum Yang Didasarkan Perintah, 

Ketentuan Dan Asas Pemilihan Umum Yang Telah Secara Jelas Disebutkan Dalam Tiap-Tiap 

Pasal Konstitusi Republik Indonesia. 

 

Pengaturan Pemilihan Umum Dalam 

Konstitusi Indonesia  

Table 1. Landasan Hukum Pemilihan 

Umum Indonesia 

Pemilu Dasar Dalam Konstitusi 

 

 

1955 

- UUDS Mengatur Tentang Pemilihan Umum, Sebagimana Dibunyikan 

Pada Pasal 57 Dan 135 Ayat (2) Secara Tersirat. 

- Dan Berdasarkan Perintah UU 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

1971 - UUD 1945 Tidak Mengatur Tentang Pemilihan Umum, Namun Hanya 

Berdasar Perintah Undang-Undang Pemilihan Umum Kala Itu, Seperti: 

- UU No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu 

- UU No. 4 Tahun 1975 Tentang Pemilu 

- UU No. 2 Tahun 1980 Tentang Pemilu 

- UU No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1969 Tentang 

Pemilu Anggota BPR 

1977 

1982 

1987 

1992 

1997 
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1999 

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan 

Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 

- UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu 

 

 

2004 UUD 1945 Amandemen Yang Mengatur Tentang Pemilihan Umum, 

Diantaranya; Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 19 

Ayat (1), Pasal 22C Ayat (1), BAB VIIB Tentang Pemilihan Umum Seluruh 

Pasal 22E, Dan Pasal 24 C Ayat (1). Selain Itu, Terdapat Undang-Undang 

Pemilihan Umum Yang 

Secara Konkrit Mengaturnya. 

2009 

2014 

2019 

 

 

2024 

UUD 1945 Amandemen Yang Mengatur Tentang Pemilihan Umum, 

Diantaranya; Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 19 

Ayat (1), Pasal 22C Ayat (1), BAB VIIB Tentang Pemilihan Umum Seluruh 

Pasal 22E, Dan Pasal 24 C Ayat (1). Selain Itu, Terdapat Undang-Undang 

Pemilihan Umum Yang 

Secara Konkrit Mengaturnya. 

 

Dari Tabel Diatas Diketahui Bahwa Sejak Pemilihan Umum Pertama Kali Di Indonesia 

Dasar Konstitusi Saat Itu Adalah UUDS. UUDS Telah Mengatur Tidak Hanya Tentang 

Pemilihan Umum, Namun Telah Mengatur Prinsip Atau Yang Oleh Tulisan Ini Disebut Dengan 

Nilai-Nilai Integritas Pemilihan Umum. Sebagimana Dengan Tegas Dibunyikan Pasal 57 

UUDS: “Anggauta-Anggauta Dewa Perwakilan Rakjat Dipilih Dalam Suatu Pemilihan Umum 

Oleh Warganegara Indonesia Jang Memenuhi Sjarat-Sjarat Dan Menurut Aturan-Aturan Jang 

Ditetapkan Dengan Undang-Undang” 

Pasal Diatas Dengan Tegas Mengatakan Bahwa DPR Adalah Hasil Dari Pemilihan 

Umum Oleh Rakyat. Namun Pada Pasal 135 Ayat (2) Hanya Secara Tersirat, Tidak Dengan 

Tengas Mengatakan Konstituante Dipilih Melalui Pemilihan Umum, Namun Dapat Difahami 

Makna Yang Terkandung Adalah Pemilihan Umum. Karena Dalam Prakteknya Pada Tahun 

1955 Pemilihan Umum Dilaksanakan Dalam Dua Kali Pemilihan Umum, Yakni Untuk 

Memilih DPR Dan Anggota Konstituante. Bunyinya Yaitu: “Anggauta-Anggauta Konstituante 

Dipilih Oleh Warga Negara Indonesai Dengan Dasar Umum Dan Dengan Tjara Bebas Dan 

Rahasia Menurut Aturan-Aturan Jang Ditetapkan Dengan Undang-Undang”. 

Oleh Karenya Nilai-Nilai Integritas Pemilihan Umum Telah Ada Sejak UUDS 

Mengaturnya, Yaitu Dengan Prinsip Bebas Dan Rahasia. Kedua Prinsip Inilah Yang Menjadi 

Cikal Bakal Prinsip Pemilihan Umum Pada Zaman Orde Baru Melalui Undang-Undang 

Pemilihan Umum. 
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Pada Pemilihan Umum Ke Dua Hingga Pada Pemilihan Umum Tahun 1999, Indonesia 

Mengalami Kekosongan Norma Dalam Konstitusi Terkait Pemilihan Umum. Sepanjang 

Pemilihan Umum Sejak Tahun 1971 Hingga Reformasi Pemilihan Umum Hanya Didasarkan 

Pada Undang-Undang Semata, Namun Tidak Diatur Dalam Sebuah Konstitusi Bernegara 

Indonesia. 

Hingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2004 Barulah Negara Indonesia Merasa 

Berbangga, Bahwa Perhelatan Pemilihan Umum Adalah Berpayung Konstitusi Sebagaimana 

Dalam Pasal UUD 1945 Amandemen Mengatur Tentang Pemilihan Umum, Diantaranya; Pasal 

2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A Ayat (3), Pasal 6A Ayat (4), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 

22C Ayat (1), Dan Seluruh Pasal 22E. 

 

Integritas Pemilihan Umum Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Sejatinya, Pemilu Harus Berjalan Baik Secara Prosedural Dan Substansial. Pemilu Baik 

Secara Prosedural Jika Prasyaratnya Sudah Terpenuhi Dan Pemilu Berhasil Secara Substansial 

Jika Tujuannya Tercapai. Prasyarat Pemilu Menggariskan Adanya Kebebasan Dalam Memilih, 

Terwujudnya Partisipasi Masyarakat, Dan Arena Berkompetisi Politik Yang Fair. Adapun 

Tujuan Yang Ingin Dicapai Dengan Pelaksanaan Pemilu Adalah Terpilihnya Pemimpin Yang 

Menjadi Kehendak Rakyat. Pemimpin Amanah Yang Mampu Mewujudkan Kesejahteraan Dan 

Keadilan.  

Norris Dalam Bukunya Menjelaskan Tentang Pentingnya Integritas Pemilu Untuk 

Berbagai Aspek, Seperti Legitimasi, Karena Melalui Pemilu Yang Berintegritas, Akan 

Terbangun Kepercayaan Publik Terhadap Berbagai Lembaga Politik. Demikian Halnya Aspek 

Perilaku Politik Massa, Di Mana Integritas Pemilu Dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pemilu (Voter Turnout), Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan Mampu Meredam Aktivitas Protes Massa. Norris Juga Menyebutkan Bahwa 

Integritas Pemilu Dapat Memfasilitasi Penguatan Kualitas Representasi Politik. Konsekuensi 

Lainnya Dari Integritas Pemilu Adalah Untuk Mengatasi Konflik Dan Keamanan Dan Manfaat 

Lainnya Untuk System Politik.  

Maka Pemilu Berintegritas Dalam Perspektif Konstitusi Adalah Sebagaimana 

Dibunyikan Dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, Yaitu: Pemilihan Umum Dilaksanakan 

Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Setiap Lima Tahun Sekali. Adapun 

Definisi Dari Tiap-Tiap Asas Pemilihan Umum Tersbut Adalah: Langsung Artinya Pemilihan 

Umum Harus Dilakukan Dengan Memberikan Suaranya Secara Langsung Dan Tidak Boleh 

Diwakilkan. Umum Artinya Pemilihan Umum Dapat Diikuti Oleh Seluruh Warga Negara Yang 

Sudah Memiliki Hak Dalam Penggunaan Suara. Bebas Artinya Pemilih Bebas Dalam 

Memberikan Suaranya Tanpa Adanya Paksakan Oleh Pihak Manapun Dan Siapapun. Rahasia 

Artinya Suara Yang Diberikan Oleh Pemilih Bersifat Rahasia Hanya Diketahui Oleh Pemilih 

Itu Sendiri. Jujur Artinya Pemilihan Umum Harus Laksanakan Sebagaimana Aturan 

Perundang-Udnangan Bahwa Setiap Warga Negara Yang Memiliki Hak Dapat Memilih Sesuai 

Dengan Kehendaknya Dan Setiap Suara Memiliki Nilai Yang Sama Dalam Menentukan Pilihan 

Suaranya. Adil Artinya Pelakuan Yang Sama Terhadap Semua Peserta Dalam Pemilihan 

Umum Tanpa Adanya Pengistimewaan Ataupun Diskriminasi Terhadap Pemilih Tertentu. 

Ketentuan Diatas Adalah Enam (6) Prinsip Yang Diatur Sebagiamana Dalam UUD 1945 

Yang Telah Di Amandemen, Sekalipun Sebenarnya Prinsip LUBER (Langsung Umum Bebas 
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Rahasia) Telah Diatur Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru. Namun 

Kenyataannya Prinsip Tersebut Masih Dinilai Kurang Sehingga Pada Saat Dilakukan 

Amandenen Pada Tahun 2001 Prinsip Tersebut Dilengkapkan Dengan JURDIL (Jujur Dan 

Adil). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Integritas Difahami Sebagai Mutu, Sifat, 

Atau Keadaan Yang Menunjukkan Kesatuan Yang Utuh Sehingga Memiliki Potensi Dan 

Kemampuan Yang Memancarkan Kewibawaan, Kejujuran. Dari Definisi Diatas, Maka 

Menjawab Pertanyaan Dalam Mencari Integritas Dalam Pemilihan Umum Tidaklah Lain 

Kecuali Dalam Bunyi Konstitusi Itu Sendiri. Dan Bunyi Integritas Dalam Pemilihan Umum 

Hanyalah Apa Yang Termuat Dalam Pasal 22E Ayat (1) Sebagaimana Diatas. 

Ketentuan Prinsip Integritas Dalam Pemilihan Umum Diatas Adalah Ketentuan Yang 

Oleh Perilaku Pemilihan Umum Adalah Bukan Hal Yang Mudah Dibuktikan. Sebagai Contoh, 

Perdebatan Satu Tindakan “Adil” Dalam Pendefinisian Adalah Perkara Tidak Mudah Sejak 

Zaman Yunani Hingga Sekarang. Ditambah Lagi Sengketa Dalam Pemilihan Umum Dilakukan 

Dan Di Selesaikan Tidak Dengan Paradigma Satu Pintu. Sehingga Seakan Prinsip Yang 

Dihidupkan Pasca Reformasi Dengan Penambahan Bab Khusus Pemilihan Umum Tersebut 

Justru Mengalami Pemecahan Penyelesaian Tergantung Paradigma Apa Dan Lembaga Mana 

Yang Akan Menilai. Jelas Ini Adalah Kesalahan Dalam Penyelesaian Perkara Pemilihan 

Umum. 

Dalam Hal Dihidupkannya Pemilihan Umum Secara Khusus Dalam Konstitusi 

Seharusnya Mendapatkan Treatment Yang Khusus Pula Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan 

Umum. Paradigm Integritas Dalam Pemilihan Umum Secara Filosofi Tidak Lahir Secara 

Parsial. Sekalipun Kehadirannya Telah Ada Sebelumnya Pada Masa Orde Baru, Namun 

Dibunyikan Dalam Satu Kesatuan Nafas Konstitusi Bermakna Prinsip Integritas Dalam 

Pemilihan Umum Haruslah Menjadi Payung Hukum Dalam Penegakkan Hukum Pada 

Pemilihan Umum. 

 

PENUTUP 

Dari Pembahasan Diatas Maka Disimpulkan Bahwa Integritas Pemilihan Umum Barulah 

Dapat Dilihat Sejak Konstitusi Negara Indonesia Dilakukan Amandemen, Yaitu Menghidupkan 

Secara Khusus Tentang Pemilihan Umum Yang Sebelumnya Sepanjang Sejarah Kemederkaan 

Indonesia Ketentuan Tersebut Belum Pernah Ada Secara Khsusus Dalam Konstitusi Indonesia. 

Integritas Pemilihan Umum Di Indonesia Dapat Dilihat Sebagaimana Ketentuan Norma 

Mengaturnya Dalam Pasal 22E Ayat (1), Yaitu Tentang Prinsip Langsung, Umum, Bebas, 

Rahasia, Jujur Dan Adil. Ke Enam Prinsip Itulah Yang Disebut Sebagia Nilai Integritas Dalam 

Pemilihan Umum Yang Harus Dijalankan Dan Ditunduki. 

Sekalipun Pada Akhirnya Nilai-Nilai Integritas Seringkali Tidak Mudah Untuk 

Dibuktikan Dalam Penegakkan Hukum. Namun Setidaknya Negara Telah Berusaha Untuk 

Menghidupkan Nilai-Nilai Integritas Pemilihan Umum Tersebut Dalam Hukum Tertinggi 

Negara Indonesia UUD 1945. Sekarang Tinggal Bagaimana Negara Dan Perangkat Yang Ada 

Didalamnya Membuat Agar Nilai-Nilai Integritas Tersebut Hidup Dan Dapat Disentuh Oleh 

Penegakkan Hukum Secara Jujur Dan Adil. 
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